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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 100.3.3/43/BKPSDM/2024
 

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR

SELATAN TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  Ketentuan Pasal  7
ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008
tentang Keterbukaan lnformasi Publik dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3  Tahun  2017  tentang
Pedoman  Pengelolaan  Pelayanan  Informasi  dan
Dokumentasi  di  Kementeriaan  Dalam  Negeri  dan
Pemerintahan  Daerah,  perlu menetapkan Daftar
Informasi Publik di  Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan
secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b,  perlu menetapkan
Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kabupaten
Pesisir  Selatan  tentang  Daftar  informasi  Publik
Tahun  2020  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan
Dokumentasi  (PPID)  Pembantu  pada  Badan
Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25 Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58
Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoensia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2004  Nomor  126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang
Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 4846);

5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor  244, Tambahan
Lerobaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387),
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir
dengan  Undang Undang  Nomor  9  Tahun  2015
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2015
Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor  292,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5601);

7. Peraturan  pemerintah  Nomor  61 Tahun  2010
tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi 
Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 99, Tambahan Lerobaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016
tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5887);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2017
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tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2017 Nomor  73,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi  di  Lingkungan  Kementerian  Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum
Daerah;

12. Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

13. Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  5  Tahun  2016  
tentang Metode dan Teknik Evaluasi  Keterbukaan
Informasi Badan Publik;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor  53  Tahun
2018  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Pelayanan
Informasi  dan  Dokumentasi  di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

:

:

:

Menetapkan  Daftar  Informasi  Publik  (DIP)  Pejabat  Penggelola
Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  Pembantu  pada
Badan  Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber  Daya
Manusia  Kabupaten  Pesisir  Selatan  Tahun  2024,
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang
merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari
Keputusan ini.

Daftar  Informasi  Publik sebagaimana dimaksud dalam
diktum  KESATU,  merupkanan  acuan  bagi  Pejabat
Pengelola  Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam
memberikan data dan informasi kepada publik:

Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan  pada  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Pesisir Selatan 2024.
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KEEMPAT :
Keputusan  ini  mulai  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan.  Dengan
berlakunya  keputusan  ini,  maka  keputusan  sebelumnya  tidak
berlaku lagi.

 
                                               Ditetapkan di  :  Painan
                                               Pada tanggal   :  28 Maret 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

${ttd}

YOZKI WANDRI, S.Pi,.M.Si
NIP. 19750101 200003 1 003
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